
BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal &6 Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016:

1. Undang-Undang Nomer 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2004
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4571),
'

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Menimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165):
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tehtang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893):
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pcekok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 21):



23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2016 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai
berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 179.187.169.328
b. Dana Perimbangan Rp. 2.253.208.916.711
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 303.014.064.140
Jumlah Pendapatan Rp. 2.735.410.150.179

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 577.385.120.747
2) Belanja Bunga Rp. 0
3) Belanja Subsidi Rp. 8.130.816.000
4) Belanja Hibah Rp. 42.612.000.000
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 13.500.000.000
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 245.823.609.900
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000

Rp. 889.451.546.647

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 323.789.871.689
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 678.747.560.808
3) Belanja Modal Rp. 1.022.565.4983.360

Rp. 2.025.102.930.857

Jumlah Belanja Rp. 2.914.554.477.504

Surplus/ (Defisit) Rp. (179.144.327.325)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 241.000.000.000
b. Pengeluaran Rp. 22.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 218.500.000.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 39.355.672.675



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.1

Pasal 4

Lampiran sebagimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
padz tanggal 29 Januari 2016

Diundangkan di Bagansiapiapi , .
pada tanggal 29 Januari 2016 Salinan-sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN | 1 PERATURAN BUPATI
NOMOR: 8 TAHUN 2018

TANGGAL :» 29 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dan 1

Nomor Urut Uralan Jumlah

1 2 3

4, PENDAPATAN 2.735.410.150.179,00
41. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 179.137.169.328,00
411. Pendapatan Pajak Daerah 26.172.000.000,00
41.2 Pendapatan Retribusi Daerah 4.350.000.000,00
413, Pendapatan Hasi! Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.050.000.000,00
414. Lain-lain PAD Yang Sah 138.615.169.328,00
42. DANA PERIMBANGAN 2.253.208.916.711,00
421. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.603.172.015.711,00
4,22, Dana Alokasi Umum (DAU) 347.000.097.000,00
423. Dana Alokasi Khusus (DAK) 303.036.804.000,00
43, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 303.014.064.140,00
43.3, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 76.750.000.000,00
435, Bantuan Keuangan 226.264.064.140,00

JUMLAH PENDAPATAN 2,735.410.150.179,00
5. BELANJA 2.914.554.477.504,00
84. BELANJA TIDAK LANGSUNG 889.451.546.647,00
514, Belanja Pegawai 577.385.120.747,00
51.3, Belanja Subsidi

: 8.130.816.000,00
51.4. Belanja Hibah 42.612.000.000,60
51.5. Belanja Bantuan Sosial 13.500.000.000,00
517. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Pplitik 245.823.609.900,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.000.006.000,00
52. BELANJA LANGSUNG 2.025,102.930.857,00
5.21. Belanja Pegawai 323.789.871.689,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa €78.747.560.808,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.022.565.498.360,00

JUMLAH BELANJA 2.914,554.477.504,00
SURPLUS/DEFISIT) (179.144.327.325,00)

6. PEMBIAYAAN 218.500.000.000,00
64. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 241.000.006.000,00
611, Penggunaan SILFA 241.000.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 241.600.000.000,00
6.2, PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22.500.000,000,00
6.2.2, Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah 22.500.000.000,60

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 218.500.000.000,00

8.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 39.355.672.675,00
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